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PEMERINTAH DAERATI I(ABI'PATEN NATT}NA

PERATT]RAN DAERAH KABI,]PATEN NATT]NA
NOMOR ll TAIITJN 2OO8

TENTAI\IG

PEMBENTUKAI\I I}ESA MELIAH SELATAI\
KECAMATAN S{'BI

Menimbang : &

Mengingat : l.

BI]PATI NATI]NAN

balrwa dengan adanya gan dan kernajuan Kabupaten

Nahura pada umumnya serta Kecamatan Subi li.*rususnya' dan

adanya aspirasi yang berkernbang dalam masyarakat dipandang

perlu meningkafkan Penyelenggaraan Pemerintahan"

Pelaksanaan Pembangrrnan dan Pembinaan Kemasyarakatan
guna menjamin perke,mbangan dan kemajuan dimaksud pada

masamendatang;

bahwa sehubrmgan denganhal tersebut di atas dan memperhdikan
pert<emUangan j'unlah penduduk, serta luas wilayah' sosial hdaya
dan meningkffiya beh tugas serta vohme ke{a di bidang

pemedtrahm, pennkrgrmn dm pembedro pelayanan kepada

masyaakat dipandang perlu membentuk Desa Meliah Seldan

Kecamam Subi;

bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan b, perlu

ditetapkan dalam b€Niluk Peraturan Da€rah.

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun l99g tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lenrbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 1999 Nomor 75, Tanrbatran Lenrbaran Negara Republik
lndonesiaNomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Nomor l3'Tatnrn 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan" Kabupaten Rokan Hulu" Kabupaten Rokan Hilir'
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (L€mbarm
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l8l,
Tarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3N2);

Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2002 tentang Pembenttrkan

Propinsi Kepulauan Riarl Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrm 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 4237);

2.

3.



-r:;Feryg.

5.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Penmdangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahrm 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubalran atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tallm 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2005 Nomor
108, Tanrbatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
45a8);

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 20O4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor
126, Tanrbahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor
zl438);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 158);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
terfang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri
dan Insfruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahrm 1979 tentang Pemerintatran
Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999
tentang Petuqiuk Petaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pemerintalran Desa/ Keturahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tatrun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Peraturan Da€rah Kabupten Natuna Nomor 7 tahun 2002
tentang Pembentukan" Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Peraturan Daeratr Kabupaten Natuna Nomor 1l Tahun 2002
tentang Perafuran Desa;
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DEWA}I PERWAKILA}I RAICTAT I}AERAH KABT]PATEN NATTJNA

dan

BT]PATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAmAH KABUPAImI NATIINA TENTANG
PEMBENTTJKAI\I DESA MAIAH SU..ATAN KNCA}TATA}I
SI]BL

BAB I
KETENTUAN UMIJM

Pasal l

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.

2.

J.

4.

Daerah adalatl Kabupaten Natuna;

Pemerintah Da€rah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;

Kepala Da€rah adalah Bupati Natuna;

Dewan Perwakilan Ralqyat Daeratr selanjutrrya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Da€ralq

Camat adalah Kepala Kecamatan;

Desa adalatr kesatuan masyarakat hukum yang meiniliki kewe,lrangan yang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahanNasional dan

berada di da€rah Kabupaten;

Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintatran Desa;

Pembenttrkan Desa adalah tindakan mengadakan Desa yang ada dalam wilayah
Kabupaten meqiadi satu Desa

BAB II
PEMBENTT]KA}I BATAS WILAYAH DAI\[ IB{JKOTA

5.

6.

7.

8.

9.

Pasal 2

Tujtran Pembentukan Desa Meliah Selatan Kecamtu Subi adalah unttrk
meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan se,cara berdaya guna dan

b€rhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkerrbangan

dan ke,najuan pmbangunan.



Pasnl3

(l) Desa Meliah Selatan terbentuk dari pemekaran Desa Meliah Kecamafan Subi
atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asat usul Desa sesgai kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.

@ Desa Meliah Selatan mempunyai luas wilayatr * 8 Kmz, dengan batas wilayah
sebagai bedkut:
a Sebelah Utara berbatas dengan Desa Meliah (Desa Indtrk);
b Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Subi;
c. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Terayak;
d- SebelahTimurberbatasdenganLaut.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Meliah selatan berkedudukan di Wilayah Air Lubuk
Meliah Selatan.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Meliatr Selatan di bentuk Badan Pemrusyaratan Desa
masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya Pemedntalran di Desa Meliah Selatan dipilih dan dilantik
seorang Kepala Desa sesuai Peraturan Penndang-undangan yang berlaku.

Pasel T

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Desa Meliah Selatan ditu4iuk
Sekretaris Desq KepalaUrusan dan Kepala Dusun.

BAB TV
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal S

Pada saat terbentulnya Desa Meliatr Selaran dan pejabat kepala Desa Meliatr Selatarq
mtukpertama kati di tetapkan dalam keputusan Bupati atas usulan camat berdasarkan
aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari perangkat Desa.

Pasel9

(1) Dengan terbentuknya Desa Meliah setatan pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Meliah Selatan di selenggarakan melatui

paling lama I (satu) tahun sejak pe,resmian sesuai dengan Perda.
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@ Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Meliah Selatan

sebagaimana dimalks,rd padaayat (1) ditetapkan sesuai dengan Perda.

Pasal l0

Dengan terbentuknya Desa Meliatr Selatan jumlatl anggota BPD Desa Meliah di
sesuaikan dengao jumlah penduduk Desa meliatr setelah dihrangi dengan jumlah

penduduk Desa Meliah Selatan
Pagal ll

Dengan terbentuknya Desa Meliah Selatan Kecamahn Subi secara teknis administasi
Pemerinehan dan operasional akan diatw lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAI\I PENUTIIP

Pesal 12

Pe,ratrran Da€rah ini mulai berlaku pada tanggal dftmdmgkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratt

ini dengan p€nempatannya dalam Lembaran Da€rah KabupatenNafima

Ditehpken di Ranai
Padatenggal "?p &Bril Z00B
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Diuadengken di Ranai
Pada tangel ?? Aprtt ?0OS

SEKRBTARIS I}AERAII
KABI'PA

LEMBARAN I}AERAII KABI'PATEN NATUNA. TAI{T]N 2OO8 NOMOR 11


